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PUTUSAN
Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

= AL A0 ,
Sl 2
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir penegah, 10 Juli 1976, agama
Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Kabupaten Sarolangun sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pendopo, 20 Agustus 1958,
agama Islam, pekerjaan Swasta (sopir), Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Propinsi

Sumatera Selatan sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 20 Agustus 2018

telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama  Sarolangun, dengan Nomor -

/Pdt.G/2018/PA.Srl, tanggal 20 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1982 Penggugat dengan Tergugat

menikah di Desa Pelawan Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarko,

Propinsi Jambi dengan maskawin berupa uang Rp. 10.000; (sepuluh ribuh
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rupiah) Adapun yang menikahkan adalah Pegawai Sara’ Desa Pelawan
Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarko, Propinsi Jambi yang
bernama Pegawai Sara’ adapun sebagai Wali Nikah adalah orangtua
kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah, serta 2 orang saksi,
masing-masing bernama Saksi | Nikah dan Saksi Il Nikah;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai halangan
perkawinan baik menurut syari'at islam maupun peraturan dan
perundangan yang berlaku di Indonesia, dan saat dilaksanakan perkawinan
Penggugat | berstatus jejaka dan Penggugat Il Perawan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan
Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 1 tahun,
kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama
selama 4 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat kembali kerumah
orangtua Penggugat sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan telah
dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK, umur 31 tahun ;

5. Bahwa Penggugat telah menunaikan kewajiban Penggugat sebagai istri;

6. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2015 Tergugat pamit kepada Penggugat
pergi ke Kelurahan Handayani Mulya sebagai alamat Tergugat diatas
namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali kerumah
kediaman bersama yang sampai sekarang sekarang sudah terhitung lebih
kurang 3 tahun 8 bulan;

7. Bahwa selama 3 tahun 8 bulan tersebut Tergugat tidak ada memberikan
nafkah Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat
Penggugat jadikan sebagai nafkah serta selama waktu tersebut Tergugat
telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

8. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang
telah diucapkannya sesaat setelah melangsungkan akad pernikahan
dengan Penggugat dan Penggugat tidak ridha atas sikap Tergugat tersebut;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang ‘iwadh sebesar Rp 10.000,00
(sepuluh ribu rupiah);
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10.Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;

11.Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang sampai
sekarang sudah terhitung lebih kurang 3 tahun 8 bulan, maka Penggugat
merasa tidak sanggup lagi menunggu Tergugat dan tidak ada harapan lagi
untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang
akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada
Pengadilan Agama Sarolangun, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan
Tergugat (TERGUGAT) di Desa Pelawan Kecamatan Pelawan Singkut
Kabupaten Sarko, Propinsi Jambi;

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan ‘iwadh
sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

4. Membebankan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
(relaas) Tanggal 14 September dan 05 Oktober 2018 yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sabh;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk

bercerai dengan Tergugat;
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Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii Gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:
A. Surat:
B. Saksi:
SAKSI | umur 39 tahun, agama lIslam, pekerjaan Petani Karet, tempat
kediaman di Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

¢ Bahwa Penggugat telah menikabh;

e Bahwa Saksi kenal dengan Suami Penggugat tersebut, yaitu
bernama TERGUGAT;

¢ Bahwa Wali nikah Penggugat adalah Ayah kandung Penggugat yang
bernama Wali Nikah;

e Bahwa petugas yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat
adalah Pegawai Syara’ desa Pelawan bernama Pegawai Sara’;

e Bahwa yang bertindak sebagai saksi adalah Saksi Il Nikah dan Saksi
| Nikah;

e Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada
bulan Oktober rahun 1982 di Desa Pelawan dengan mahar
Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orangtua Penggugat kemudian tinggal di rumah kediaman
bersama terakhir kembal ke rumah orangtua Penggugat sampai
Penggugat dengan Tergugat berpisah;

e Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan
Tergugat;

¢ Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang

anak;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sekarang sudah tidak harmonis lagi;

¢ Bahwa Pengguga dengan Tergugat sekarnag tidak menetap dalam
satu rumah lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
sejak Januari 2015 sampai sekarang tidak pernah kembali kediaman
bersama;

e Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat
bertengkar;

e Bahwa Penggugat selaku Istri telah melaksanakan kewajiban nya
seperti memasak,mencuci dan mengasuh Anak;

e Bahwa sejak Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah ia
mengirim uag maupun harta juga tidak ada;

e Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat telah berusaha menjemput
Tergugat tersebut, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah
nikah lagi dengan perempuan lain;

SAKSI Il umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

¢ Bahwa Penggugat telah menikah;

e Bahwa Saksi kenal dengan Suami Penggugat tersebut, yaitu
bernama TERGUGAT;

¢ Bahwa Wali nikah Penggugat adalah Ayah kandung Penggugat yang
bernama Wali Nikah;

e Bahwa petugas yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat
adalah Pegawai Syara’ desa Pelawan bernama Pegawai Sara’;

e Bahwa yang bertindak sebagai saksi adalah Saksi Il Nikah dan Saksi
| Nikah;

e Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada
bulan Oktober rahun 1982 di Desa Pelawan dengan mahar
Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

e Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

rumah orangtua Penggugat kemudian tinggal di rumah kediaman
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bersama terakhir kembal ke rumah orangtua Penggugat sampai
Penggugat dengan Tergugat berpisah;

e Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan
Tergugat;

e Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang
anak;

e Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sekarang sudah tidak harmonis lagi;

¢ Bahwa Pengguga dengan Tergugat sekarnag tidak menetap dalam
satu rumah lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
sejak Januari 2015 sampai sekarang tidak pernah kembali kediaman
bersama;

e Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat
bertengkar;

e Bahwa Penggugat selaku Istri telah melaksanakan kewajiban nya
seperti memasak,mencuci dan mengasuh Anak;

e Bahwa sejak Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah ia
mengirim uag maupun harta juga tidak ada;

¢ Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat telah berusaha menjemput
Tergugat tersebut, namun tidak berhasil karena Tergugat sudah
nikah lagi dengan perempuan lain;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Tanggal 14 September dan 05 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang
sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/
Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya
Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh
karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil

Gugatannya,

Menimbang, bahwa kedua Saksi, sudah dewasa, berakal sehat, dan
sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga
memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1)
HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai pernikahan dan keadaan rumah tanga Penggugat dengan Tergugat,
adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami  sendiri dan relevan
dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172
HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasang suami istri dan belum
pernah bercerai;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hingga berpisah
tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sarolangun;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
lagi, penyebab nya adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan
menikah lagi dengan wanita lain;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun dan

selama itulah saling tidak melaksanakan hak kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (Q)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas dan Penggugat belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan
talak raj'i satu kali, maka petitum Gugatan Penggugat mengenai izin talak raj’i
tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat

dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Pengguat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan
Tergugat (TERGUGAT) di Desa Pelawan Kecamatan Pelawan Singkut

Kabupaten Sarko, Propinsi Jambi;
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3. Menjatuhkan talak satu khuli Tergugat(TERGUGAT) terhadap
Penggugat(PENGGUGAT) dengan lwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh
ribu rupiah);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dihitung sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu
rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Korik Agustian,
S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.l., M.H. dan Ermanita
Alfiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari
Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar
1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Arsad, Lc sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, S.H.l., M.H. Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.
Hakim Anggota,

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Arsad, Lc

Perincian biaya :
1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Proses Rp. 50.000,00
Panggilan Rp. 525.000,00
Redaksi Rp. 5.000,00
Meterai Rp. 6.000,00
Jumlah Rp. 616.000,00
( enam ratus enam belas ribu rupiah )
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